BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang masih mempertahankan dan

di bahan pembicaraan

yang cukup a Kepanjangan bagi negara-

negara lain. Pene gan falsafah Negara yang

menganut  paha ancas A menjunjung  tinggi  rasa

Menurut Asmara Nababan, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian
Demokrasi dan Hak Asasi mengemukakan, “Sudah saatnya esensi dari
perubahan konstitusi ini diperdebatkan. Apa masih layak kita menghukum

mati seseorang bila UUD 1945 sebagai hukum tertinggi Negara ini

1 M. Zen Abdullah, Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Telaah Dalam Kontek Hak Asasi
Manusia, Jurnal llmiah Universitas Jambi. 2009. him.61
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menegaskan bahwa hak untuk hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan
apapun.?

Menurut Hegel, Negara ialah realitas “Roh” atau kesadaran, yang
menjawab pertentangan dalam masyarakat. Tanpa Negara pertentangan yang

ada di dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan.* Menyikapi permasalahan

jadrdiv dalam pembaharuan hukum pidana,
Negaralah yang har, @aHH ijakan guna mencegah terjadi
\

pertentangan yang e@gkm pielua

F-‘—r

t kuslﬂ(ang ta

1--h-r\—<'—-

alam kedudukan sebagai
| hukum pidana sebagai

Bab |1 mengenai Pidana,

ketika banyak orang yang enanyakan apakah pidana mati masih
layak diterapkan sebagai suatu hukuman di Indonesia.

Sebagaimana diketahui eksistensi lembaga pidana mati dituangkan
dalam KUHP, yang secara terperinci dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 10 pidana terdiri atas:

2 http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=140.di akses
pada jam 10.00 WIB, tanggal 04-04-2012
% Darsono P, Karl Marx Ekonomi Politik dan Aksi-Revolusi, Diadit Media, Jakarta, 2006, him. 21.
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1. Pidana pokok :
a. Pidana mati,
b. Pidana penjara,
¢. Kurungan,

d. Denda.

2. Pidana tambahan

a dengan harta benda

dapatlah diketahui bahwa
uman yang masih jelas
idana) yang dapat dijatuhkan.
ang terberat dari jenis-jenis
HP Bab 2 Pasal 10 karena
pidana mati merupakan pida &t yaitu yang pelaksanaannya berupa
perampasan terhadap kehidupan manusia, maka tidaklah heran apabila
dalam menentukan hukuman mati terdapat banyak pendapat yang pro dan

kontra dikalangan ahli hukum ataupun masyarakat itu sendiri.

Memang tidak ada suatu keharusan untuk menerapkan hukum pidana

* Moeljatno, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, him. 5-6.
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di Indonesia harus seutuhnya sama dengan Negara yang menjadi kiblat
hukum pidana nasional kita, namun karena pidana mati berkaitan dengan hak
hidup seseorang maka tentu menimbulkan pertentangan yang melahirkan pro
kontra atau silang pendapat antara para ahli hukum pidana yang sampai pada
saat ini belum jelas akhirnya. Wajar pertentangan tersebut muncul, namun

perlu sekali lagi dig

pertimbangan khusu %eﬁakw pItig a mati dalam hukum pidana kita
ane @ﬁm pasal 10 unﬂf a angka 1 KUHP tersebut.

mayoritas Warga Negara me an penganut agama Islam).
Hukuman mati di beberapa Negara modern sudah dihapuskan, namun
keberadaanya di Indonesia masih dipertahankan, dengan catatan

pemberlakuannya harus ditempatkan sebagai sarana terakhir dalam

pemberian hukuman apabila hukuman pokok diperkirakan tidak bisa lagi

5 P.AF. Lamintang & D. Simons, Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het
Nederlanches Strafrecht), Pionir Jaya, Bandung, 1992, him. 393.
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memperbaiki si pelaku. Hukuman mati dilakukan secara selektif dan selalu
diberikan hukuman alternatif. Hukuman mati disebut sebagai hukuman
yang kontroversial alasannya berhubungan dengan hak hidup seseorang.
Hak hidup adalah salah satu hak yang paling dasar (asasi) yang diberikan
Tuhan kepada setiap manusia. Di Indonesia sendiri, aturan yang
berhubungan dengan HAM di‘letalisasikan dalam UU R No. 39 Tentang
Hak Asasi Manusia, gdalam “UU piersebut dijelaskan bahwa pemerintah,
Negara dan hukum wajib’mepghqrmati, menjunjung tinggi hak yang melekat
pada setiap manusta sebagai bentuk penghepmatan dan penghargaan harkat
dan martabat/manbsia sehingga pemberlakuannya, harus selektif dan tidak
boleh gegabal

Penjatuhan | pidana matitersebut, tidaklah dijatuhkan kepada
sembarangan ‘orang melainkan—khusus kepada pelaku kejahatan khusus
(extraordinaryierime), yang:dianggap, pelakunya telah memperlihatkan dari
perbuatannya bahwa, da—adalah  individy /yang sangat berbahaya bagi
masyarakat, dan olgh karena itu harus dibuat tidak berbahaya lagi dengan cara
dikeluarkan dari masyarakat atau Pergaulad/hidup® (baca dipidana mati).
Salah satu tokoh yang mendukungekeberadaan lembaga pidana mati di negeri
ini ialah ialah R. Santoso Poedjosoebroto yang merupakan mantan wakil
ketua Mahkamah Agung, berpendapat pidana mati itu adalah merupakan
senjata pamungkas atau akhir dalam keadilan,” namun dalam penjatuhan

pidana mati haruslah diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak si

® Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, him. 105.
" Djoko Prakoso & Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana
Mati di Indonesia Dewasa Ini, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, him. 57.
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terpidana dan eksekusinya pun dilakukan dengan cara yang patut dan
berprikemanusiaan.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007
menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi

karena hak untuk hidup dalam semangat UUD NR1 1945 dan sejarah

konstitusi Indonesia tidak difiaksudkan sebagal hak vyang mutlak dan

Mahkamah Konstitusi
dalam putusa 51 pidana mati ke depan

memperhatiks

1. Pidana ma \ merupakan pidana pakok, melainkan sebagai

3. Pidana mati tidak dapat™dije erhadap anak yang belum dewasa;

4. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit
jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan
terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.?

Ada beberapa perundang-undangan dalam pidana khusus yang

® Effendi Erdianto, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung , him. 156-157
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menerapkan sanksi pidana mati, diantaranya :
1. Dalam UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, yaitu pada Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: Dalam hal
tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan

dalam keadaan tertentu, pidana mati dijatuhkan. Penjelasan Pasal 2 (2)

bagi pelaku tindak pidana
tersebut dilakuka ) dalam keadaan bahaya sesuai
u terjadi bencana alam

orupsi, atau pada waktu

emproduksi, mengolah,
menyediakan narkotika
au pidana penjara seumur
2 puluh) tahun dan denda
ar rupiah).

Yo
3 hak da@wan tdu m:
" Jk UV& \‘W
“?

Pasal 80 (2) ]
Apabila tindak 'dana sebagaimana dimaksud dalam: ayat (1) huruf a
didahului dengan "‘1- akataan ',,., C |dana dengan pidana mati atau
pidana penjara seumur*hidupmatal pidana penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling
sedikit Rp 200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 80 (3)

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam: ayat (1) huruf a
dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
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Pasal 81 ayat (3) a

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam: ayat (1) huruf a
dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana
penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

Pasal 82 ayat (1) a
Barangsiapa tanpa hak da :
menawarkan untuk di, menya menjual membeli, menyerahkan
menerima, menjadrr# a aI beli, atau menukar narkotika
Golongan 1, dipidéna Wﬁ ga N

ati atau pidana penjara seumur

hidup, atau pid jar (dua puluh) tahun dan denda
paling banya : ar rupiah)

Pasal 82 aya

Mengimpg dijual, menyalurkan
menjual, i k rﬁ i nenjadi perantara dalam
jual beli, ' dipidana dengan pidana

mati atau [idan penja'ra sg T hldup, ata p|’na penjara paling Iama
15 (lima bglas) ahun dan pahng banyak R

Mengimpor | )0, naar ]
menjual, mambelj, 4n kan—wienerima, menjadl perantara dalam
U\ me uka:rﬂ rkotika\Gelngan M

10 &sgpuluh-) _ un nﬂmeﬁﬁ nggn%b

Pasal 82 ayat (2)a
Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului
dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam:

a. Ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 82 ayat (3) a

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam: ayat (1) huruf a
dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
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dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

. UU RI No 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika, yaitu pada :
Pasal 59 ayat (2)

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur

Pasal 6 \ §

Setiap or g nggunakan kekerasan atau
ancaman Ke 2 teror atau rasa takit
terhadap N ‘ eni korban yang bersifat
masal, defgan fcara ﬁﬁ'géram : kemerdekaa tau hilangnya nyawa dan
harta beng ain §angél§ib@tka;( kerusakan atau kehancuran
terhadap ¢ ¢ 19 strategis atall lingkungan hidup atau
fasilitas pdilik atau.fasilitas\i m]asfoqal dipidana dengan pidana mati
atau penjarg seumup hlddpfamdé a|penjara paling singkat 4 (empat)

tahun dan paling fama’20 (d Iu|h) té\hur;)r
""“ N\ ".:*‘*” 'I

sama sebagaime ap orang yang :
a. Menghancuni , dipakal atau merusak
bangunan u I|n udara atau menggagalkan

ance at dipakainya atau merusaknya
bangunan untuk pe gamanan~lalu’ lintas udara, atau gagalnya usaha
untuk pengamanan bangunan tersebut.

c. Dengan sengaja dan melawan hukum mengahancurkan, merusak,
mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengaman
penerbangan, atau mengagalkan pekerjanya tanda atau alat tersebut,
atau memasang tanda atau alat yang keliru.

d. Karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan
penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan
terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang
keliru.

e. Dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat
tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian
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kepunyaan orang lain.
. Dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan,
membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara.
. Karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur,
tidak dapat dipakai, atau rusak.
. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan
kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau
membuat  tidak  dapat  dipakainya pesawat udara  yang
dipertanggungkan terhadap, bahaya atau yang dipertanggungkan
muatannya maupun upah"yang akan diterima untuk pengangkutan
muatannya,  ataypln’ untuk kepentmgan muatan tersebut telah
diterima uang tanggungan, r \

i. Dalam pesawat udara déngan perbuatan yang melawan hukum,

merampas  graud. t‘nempertahankanﬁ , Peampasan  atau menguasali

pesawat udafa dalam Penegbangan, ¥ \§

j. Dalam pgsawat udara gdengan Kekerasan\atau ancaman kekerasan

atau ancaman 'datam bentuk dajnnya, mérampas atau mempertahankan

perampa an atau menguasat pengendallan pesawat udara dalam
penerbangan. / WE AN \! ‘

. MelakuKan bersama—sama“'sebagal kelanjut n permufakatan jahat,
dilakukah dengan dlrencanakan terlebih dah Iu mengakibatkan luka
berat se eorgng mengaklb“atkan kerusakan | pada pesawat udara

sehlngga dapat membaﬁayakan penerbang rmya dilakukan dengan

maksud } ntuk merampas—kemerdekaan 'atau,u meneruskan merampas
kemerdekean sesorang. ( |

. Dengan 'Eengaja dan melawan hukumn melakukan perbuatan
kekerasanj) terhadap seseorang-. i dhlam pesawat udara dalam
penerbangan, jika perbuatan itu dapat rﬁembahayakan keselamatan
pesawat udara tersqbut A DAY

. Dengan sengaja gan' melawan hukum mf;rusak pesawat udara dalam
dinas atau menyebabkan kerusakan—atag/ pesawat udara tersebut yang
menyebabkan) \tidak dapat terbang ata{J membahayakan keamanan
penerbangan.
. Dengan sengaja dan melawan hukum  menempatkan  atau
menyebabkan di tempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas,
dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan
pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau
menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat
membahayakan keamanan dalam penerbangan.

. Melakukan secara bersama- sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai

kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan,

lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf I, huruf m, dan huruf n.

. Memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena

perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam
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penerbangan.

gq. Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat
membahayakan keamanan dalam pesawat udara, dalam penerbangan.

r. Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan—perbuatan yang dapat
menggangu ketertiban, dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam
penerbangan.

s. Pasal 9, setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke
Indonesia, membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai,
membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam

miliknya, menyimpag mengangkut, menyembunyikan,
mempergunakan, ataug "'"" arkan ke dan/atau dari Indonesia
sesuatu senjata ap' faudisesuatu bahan peledak dan bahan-
bahan lainnya maksud untuk melakukan tindak
pidana teroris na mati atau penjara seumur
hidup atau t 3 (tiga) tahun dan paling
lama 20 (dug

Pasal 10

Dipidana gléen n/ pldana yar;gt sama %7 an  pidana sebagaimana
dimaksud Pas;al sdtlép or ang dengan sengaja
menggunakian senjata nia) L senj % !} biologis, radiologi,
mikroorgafisme} rad,iole aktifiatau kbmponerfya sehingga menimbulkan
suasana feror | atauy]ras | terhad orang  secara  meluas,
menimbulK orbany ya 'su;at' masal lembahayakan terhadap
kesehatan, keamanan, dan hak—hak

erjadi kekacalan-terhadap kéhl/gu
orang, ataul\terjadi kerusak ehan(furar) ter
yang stratggis, Iingﬁﬁga lcti;rp* falflht

Internasiona \} \@ ,.u /
ng \ %Mggr%@%md n/atau menggerakkan orang lain

hﬂ@w e bagalmana dimaksud dalam
asal 8;Pasar o, Pashl 10, Pasal 11, dan Pasal 12

Jahawmati ata 'penjara seumur hidup.

dap obyek—obyek vital
publik atau fasilitas

Pasal 14
Setiap orang
untuk melakuk
Pasal 6, Pasal
dipidana dengan

Pasal 15

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau
pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagimana
dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11,
dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak
pidananya.

Pasal 16

Setiap orang diluar wilayahnya Negara Republik Indonesia yang
memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk
terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama
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sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

5. UU RI No 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu
pada:

Pasal 36

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 huruf ab,c,d, atau g ipidana dengan pidana mati atau pidana
i i 3 ana penjara paling lama 25 (dua puluh

lima) tahun dan palingsi gpuluh) tahun.

Pasal 37

Setiap orang - bagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huru e taud \dipide gan pidana mati atau pidana
penjara seu p atau pgdér]a pe aling lama 25 (duas puluh
lima) tahu [ - .

Pasal 41 |

Percobaan an untuk melakukan
pelanggar 8, atau Pasal 9 dipidana
dengan p Mtent an sebagalmana dimaksud
dalam Pas asal 138 Pasal 40.

Pasal 42 ayat (3 perb ata Tsebag sud dalam ayat (1) dan
ayat (2) dia danal.ya ama sebagaimana dimaksud dalam
pasal 36, Pa 280 ,

Alasan  Utama j ' A adalah  untuk  menjamin
kelangsungan hidap masya it dan encegah orang melakukan
gak mampu mencegah kejahatan
tetapi justru lebih mencerminan sebuah kebrutalan. Dalam pandangannya,
seseorang tidak dapat mengorbankan kehidupannya sendiri, sehingga oleh
karena itu tidak ada pula seorang pun yang dapat memberikan suatu
kehidupan (hak hidup) ataupun kematian (hak mati) kepada sesamanya.

Karena hidup adalah hak paling dasar yang dimiliki setiap manusia secara
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kodrati sebagai anugrah/pemberian Tuhan Yang Maha Esa.’

Tidak dapat dipungkiri masih banyak ahli yang tak sependapat dengan
hal tersebut, namun keberadaan lembaga pidana mati haruslah dihargai dalam
kedudukannya sebagai suatu bagian dari hukum pidana positif Indonesia.

Selain Sahetapy, masih banyak ahli yang menentang atau kontra terhadap

sendiri. Adaka

manusia itu

kalau hal irT

kemungkinan

sangat diraguka

pengaruh yang kriminog dari pada pidana mati ini terutama sekali
disebabkan karena Negara telah memberikan suatu contoh yang jelek dengan

pidana mati tersebut sebenarnya Negaralah yang berkewajiban untuk

® Cesare Beccaria sebagaimana dikutip oleh Soedarto dalam tulisannya berjudul Suatu Dilemma
dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas
Hukum, UNDIP, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, him. 22.
%ibid, him. 11
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mempertahankan nyawa manusia, dalam keadaan yang bagaimanapun.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana mati di dalam hukum pidana

Indonesia ?

C. Tujuan dan Mar

Hasil peneli membantu dan memberikan

masukan serta tambahamspengetahuan tentang penerapan sanksi
pidana mati dalam system pemidanaan di Indonesia ditinjau dari sudut
pandang perlindungan hak asasi manusia.

b. Manfaat Praktis

Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum khususnya hakim

% ibid., him. 127.
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dalam dalam menerapkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual
1. Kerangka Teoritis
Sistem Pemidanaan dapat diartikan sebagai suatu proses

penjatuhan pidana oleh pat pula dikatakan bahwa sistem

L]

pemidanaan mencak r han “Kgientuan perundang-undangan yang

mengatur bag ditegakkan atau dioperasikan

secara kongkie i . uhi sanksi pidana. Tujuan
A

emidanaa ah/sebaganbérikuf.*

pemicana @E@“ﬁ@

a. Pembalg " ‘

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah
melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel
Kant yang mengatakan “Fiat justitia ruat coelum” (walaupun besok
dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan

pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan  prinsip

'2 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, him.81
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moral/etika. Penganjur lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa
hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah
merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu,
menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Menurut Thomas Aquinas

pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan

yang berorientasi pada

kepuasan },n.idari
WA
t. /Dalam; bal, i,"m;J indakan 'si pembuat kejahatan harus

I\ ‘: . \

‘,I'l.ul:‘ \ VW
1| pidang \yerg
78 :

dendam dari kalangan

. Teori Relatif (Tujuan)

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan,
yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya
kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa
mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm van Feurbach

yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja
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tidak akan memadai, melainkan diperlukan pejatuhan pidana kepada

si penjahat. Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori, yaitu :

1) Untuk menakuti, teori dari Anselm von Reuerbach, hukuman itu
harus diberikan sedemikian rupa/cara, sehingga orang takut untuk

melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman-hukuman

udian hari ia menjadi
tidak akan melanggar
pencegahan khusus).

masyarakat terhadap

disebut sebagai teorf“gabumgan. Penganutnya antara lain adalah
Binding. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan
bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang,
karenanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim,

pelaku tindak pidana itu sendiri maupun kepada masyarakat.™

3 Muladi, 2005. Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasianya Dalam Perspektif
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Dengan menelaah teori-teori diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan
pemidanaan adalah :
a. Menjerakan penjahat;
b. Membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si penjahat;

c. Memperbaiki pribadi si penjahat.**

2. Kerangka Konsep
Wty

Konseptual .c. ?]4(] penggambarkan hubungan antara

istilah yan

DaI

a. Analisis berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses

pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari
dugaan akan kebenarannya. Analisis juga dapat diartikan sebagai

penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya atau penelaahan

Hukum Dan Masyarakat, Revika Adilama, Bandung, him. I 05.
14 1.:
Ibid
15 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2007, him. 124
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bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk mendapatkan
pengertian yang tepat serta pemahaman makna keseluruhan.

b. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan
hukuman pidana.*®

c. Pengertian Pidana Mati dapat diartikan bahwa suatu permasalahan

17

ormatif yaitu penelitian

2. Sumber Data
Data yang digunakan dale an hukum normatif ini adalah data
sekunder yang bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer

Data yang dipergunakan oleh penulis adalah bahan hukum primer yaitu

18 Wwirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama,
2010, him. 55

17 ) E.Sahetapy. Pidana Mati dalam Negara Pancasila. Citra Aditya Bakti, Bandung,
2007.him.119- 120

18 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar grafika, Jakarta , 2011, him. 96
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meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan topik penelitian :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI
1945).

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

A
6) Und gQJdanq';k ‘ i 0.39 Tahun 1999 Tentang

31 Tahun 1999 Tentang

X SAKARTA HEA\

9) Undang-UR
b. Bahan Huku
mengenai bahan hukum primer, sefpefti rancangan undang-undang hasil-
hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, buku, artikel serta laporan
penelitian.™
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

1% Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta , 2004, him. 103.
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seperti kamus hukum, ensklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.?
3. Teknik Pengumpulan Data
Berdasarkan jenis penelitian ini yang bersifat normatif maka dalam

mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan metode kajian

kepustakaan atau studi dokumenter. Dalam hal ini seorang peneliti harus

2% | bid
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